
BUPATI JEMBER 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR I.? TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANMN PROGRAM BUDAYA KERJA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

Menimbang: 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan reforma · 
perlu dilakukan perubahan pola pikir (mi 
kerja ( culture set) sebagaimana _JUffi.1,H'I 'l''i"'l':!''I' 

Menteri Negara Pendayagi,µ0<ac1,q 
Reformasi Birokrasi --ll-fonacl 
Pedoman Pen,ru:inl;iiattg aturan 

tentang 
.cj:ry~~tb:::}3tltelaya Kerja di Jawa 

1tr0.Ka:n perubahan pola pikir dan 
'fl!!J~ungan Pemerintah Kabupaten Jember, 

upaya-upaya yang terprogram dan 
Jutan melalui pelaksanaan program budaya kerja di 

· stansi pemerintah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Jember tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jember. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ·~·-·g 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ' 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah 
Disiplin Pegawai Neger·J,· ~J:>ltl ~•tr:l~>itr'a/QI 
Nomor 202, Tampru:i.anlLelmt(al::iJ 

R'flfhtTTI,ISli i.M(fa:si 

tentang 

2010 

:Aflavagunaan Aparatur Negara 
007 tentang Pedoman Evaluasi 

feHgemr15angan Sudaya Kerja pada lnstansi 

a.1w;an Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Sirokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Sirokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengembangan Sudaya Kerja (Serita Negara Tahun 
2012 Nomor 751); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 (Serita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 



Menetapkan : 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 
Tahun 2020 Nomor 441); 

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di 
Jawa Timur; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
PROGRAM BUDAYA KERJA 
KABUPATEN JEMBER. 

Dalam Peraturan ini ya~sj:l{µlia 
1. Pemerintah K~}'.tfj~ 
2. BupatiLjlklf$ttJ. 
3. kat _::••:.~• jrair:ig]~c di Lingkungan Pemerintah 

Kabupat 
4. Budaya 1=11..-,-<""'ap dan perilaku individu dan kelompok yang 

didasari 1 1lai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat 
serta keb1 an dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. 

5. ok Budaya Kerja adalah organisasi non struktural pada Perangkat 
aerah yang menerapkan prinsip-prinsip budaya kerja dalam menyelesaikan 

permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat 
Daerah. 

BAB II 
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BUDAYA KERJA 

Pasal2 
Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Budaya Kerja 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang meru[akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 3 
Pedoman Pelaksanaan Program Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 merupakan acuan dalam rangka mewujudkan birokrasi dengan 
integritas dan kinerja yang tinggi di Kabupaten Jember. 

Pasal 4 
(1) Biaya pelaksanaan program budaya kerja dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah. 
(2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Pasal 5 
(1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan program budaya kerja berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan, dilakukan pengendalian dan evaluasi. 
(2) Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai jenjang yang ada di dalam 
organisasi. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dil,,U'JuA<~lKJl\.c:u 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
Bupati dengan penempatannya da 

~Jil\-lJLlD~J;q~a Madya 
199202 1 001 

ember 
ggal l9 M ~e-
BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 

DERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHON 2022 NOMOR 13 

2022 



A. LATAR BELAKANG 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR 1~ ~IV .llo~:::i. 

TANGGAL : t9 Met-rec- 2022 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah 
yang profesional yaitu birokrasi yang siap melayani, memberdayakan 
masyarakat, demokratis, berkinerja tinggi, menghargai hak asasi, berwibawa 
dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, serta bekerja secara efektif dan 
efisien. Guna mencapai apa yang diharapkan itu diperlukan upaya yang luar 
biasa untuk menata ulang proses birokrasi dan aparatumya dari tingkat 
tertinggi hingga terendah, untuk itu diperlukan suatu perubahan paradigma 
yang memberikan kemungkinan ditemukannya terobosan atau pemikiran 
baru, perubahan pola pikir dan budaya kerja aparaturpemerintah. 

Dalam mewujudkan profil birokrasi yang ideal bukanlah yang 
mudah karena dihadapkan pada tantangan yang sangat komple antangan 
tersebut dapat berasal dari diri para aparatur birokrasi se~JKnn-,maupun pada 
konsepsi serta sistem, dan mekanisme kerja biro y tidak jarang 
mengalami deviasi dalam implementasinya. T secara riil, 
birokrasi pemerintah menghadapi feno yarat den 
kompetisi, keterbukaan dan intensi ggi, k dian 
menuntut perubahan parad· gma good 
governance, disertai den i g. Unsur utama 
penggerak kinerja · pemerintah. 

e pi! (PNS) sebagai elemen vital 
lnji.c1~~iv11ch,r._~u(~~:!t\r9l'tarn gis yang menuntut Pegawai Negeri 

n maupun individual terus berbenah diri, 
bir 

p" 
melak 
dalam 

~Yc!.---15<="-',ara terprogram, konsisten dan berkelanjutan 
"'!J~"-,atan dan pengembangan kompetensi aparatur 

µf-Jr1\vflI)[lalITaJr1 tugas yang melekat pada diri aparatur harus dijalankan 
nt'clf°elaru10nal dan dengan dedikasi yang tinggi disertai sikap pengabdian 

yan~cuK,oh terhadap bangsa dan negara, serta kecintaannya pada eksistensi 
rsatuan dan kesatuan. Hanya dengan memiliki kompetensi yang tinggi 

aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugas secara profesional. 
Kompetensi yang merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh aparatur 
pemerintah berupa pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap 
perilaku (attitude), dapat dibangun melalui berbagai pendekatan, baik yang 
dilakukan secara personal maupun kelembagaan. 

Uraian tersebut di atas, memberikan pemahaman akan pentingnya 
perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam reformasi birokrasi. Selanjutnya 
untuk mempercepat keberhasilan proses perubahan pola pikir dan budaya 
kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, ditetapkan 
Peraturan Bupati Jember yang dapat digunakan sebagai landasan dalam 
bentuk pedoman untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat dan 
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. 
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B. TUJUAN 

Tujuan dari pelaksanaan program budaya kerja adalah : 

1. Menyamakan cara pandang, langkah dan tahapan dalam pelaksanaan 
program budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; 

2. Memberikan panduan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan dalam 
pelaksanaan program budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jember; dan 

3. Memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, serta 
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program budaya kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. 

C. MANFMT 

Penerapan pelaksanaan program Budaya Kerja dimaksudkan untuk : 

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar individu, antar kelompok 
dan antar unit kerja; 

2. Memperlancar komunikasi dan hubungan kerja; 

3. Menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif; 

4. Mengurangi hambatan-hambatan psikologis dan 
dan 

5. Menciptakan suasana kerja yang 
mendorong kreatifitas kerja. 

ingga dapat 

D. SASARAN 

E. 

Aparatur negara 
menjadi buda"~~,,..., 

lffi!tlr_,,--dan budaya kerja 
,J_1..v--' perilaku kerja dengan 

berorien 
kin · y 

Ntlvfl~~~eh dari produktivitas kerja dan 
J"l.14lei!J.--peiayanan kepada masyarakat. 

al.am pelaksanaan program budaya kerja meliputi : 

1. P jian nilai-nilai organisasi; 

Intemalisasi nilai-nilai budaya kerja; 

3. Pembentukan kelompok budaya kerja; 

4. Penyusunan dokumentasi dan risalah budaya kerja; 

5. lntegrasi nilai-nilai budaya kerja ke dalam sistem dan mekanisme kerja 
organisasi; dan 

6. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi budaya kerja. 

F. PRINSIP DASAR 

Prinsip dasar yang dianut dalam pelaksanaanprogram budaya kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember antara lain: 

1. Pelaksanaan program budaya kerja merupakan bagian tak terpisahkan 
dari reformasi birokrasi demi terwujudnya birokrasi pemerintahan daerah 
dengan integritas dan kinerja yang tinggi; 
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2. Budaya kerja merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai 
organisasi yang di ekspresikan dalam perilaku dan sikap kerja sehari­
hari; 

3. Budaya kerja merupakan sikap mental yang dikembangkan dalam 
rangka percepatan perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan 
terhadap apa yang telah dicapai; dan 

4. Pelaksanaan program budaya kerja harus dilaksanakan secara 
terencana, sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan. 

G. NILAI-NILAI 

Nilai-nilai budaya kerja, meliputi : 

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu : 

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. 

- Melakukan perbaikan tiada henti. 

2. Akuntabel, yaitu : 

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, rmat, 
disiplin dan berintegritas tinggi. 

- Menggunakan kekayaan dan barang !JrHtljn secara 
bertanggungjawab, efektif dan efisien. 

- Tidak menyalahgunakan kewen~'l;,\<;14' [1ii\ll'.>i~~q 

3. Kompeten, yaitu : 

4. 

- Meningkatkan 
selalu bel"]J.Jgeyj:i< 

__ ,.,.,,-·.ap orang apapun latar belakangnya. 

~tl:it51--menolong orang lain. 

embangun lingkungan kerja yang kondusif. 

5. Loyal, yaitu : 

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang 
sah. 

- Menjaga nama baik sesame ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara. 

- Menjaga rahasia jabatan dan negara. 

6. Adaptif, yaitu : 

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 

- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 

- Bertindak proaktif. 
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7. Kolaboratif, yaitu : 

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 

- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan 
bersama. 

H. KELEMBAGAAN 

Kelembagaan pelaksanaan program budaya kerja adalah organisasi non 
struktural di Perangkat Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari pengembangan kinerja Perangkat Daerah dan diwujudkan dalam 
bentuk Kelompok Budaya Kerja pada berbagai tingkatan sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. 

BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM BUDAYAKERJA 

1. PENGKAJIAN NILAI-NILAI BUDAYA KERJA: 

1. Pada tahapan ini Perangkat Daerah melakukan 
mendalam tentang nilai-nilai organisasi ya 
membawa organisasi mencapai tujuannya; 

2. Hal penting yang harus diinga 
organisasi, adalah bahwa nilal<'. f!IBcU 

yang dikenal dan dap 
Daerah; 

secara 
akan 

3. yang sesungguhnya 
· untuk menjadi lebih baik; 

i dari ajaran agama dan kebiasaan 
_7""" ___ masyarakat/ adat; 

5. 1,,~.,.....s diturunkan dari visi dan misi organisasi, tugas 
okl:l-kl---_7---gsi organisasi, diperkaya dengan peraturan perundang­
µu=J~n, mempelajari organisasi sejenis; 

6. 1m perencana harus membuat daftar beberapa nilai yang disarankan 
dan kemudian mengindentifikasi perilaku yang penting untuk 
mendukungnya; 

7. Melaksanakan pertemuan dengan semua anggota organisasi untuk 
menjawab pertanyaan : Apa kegiatan penting bagi keberhasilan 
organisasi, dan bersama-sama untuk menyatakan nilai-nilai dan 
perilaku penting yang mendukung; 

8. Setelah nilai-nilai beserta cara pengukurannya selesai didefinisikan, 
tahap selanjutnya adalah mendeklarasikan nilai-nilai dan membangun 
komitmen untuk melaksanakan budaya kerja serta dilanjutkan dengan 
mensosialisasikan dan menginternalisasikan; 

9. Mendeklarasikan budaya kerja merupakan tahapan penting, dimana 
secara formal dinyatakan bahwa proses pelaksanaanprogram budaya 
kerja dimulai. Secara umum tujuan pendeklarasian ini adalah untuk 
membangun komitmen; dan 
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10. Oleh karena itu deklarasi budaya kerja harus dilakukan oleh Pimpinan 
Perangkat Daerah yang dihadiri oleh seluruh pegawai. 

2. INTERNALISASI NILAI-NILAI BUDAYA KERJA 

1. Intemalisasi nilai-nilai budaya kerja merupakan proses 
mengkomunikasikan apa yang telah disepakati, hal ini dimaksudkan 
untuk membangun keterlibatan seluruh pegawai; 

2. Proses intemalisasi adalah proses yang terus menerus. Pimpinan 
tertinggi harus terlibat penuh dalam proses ini; dan 

3. Kepemimpinannya secara simbolis sangat penting dan sangat 
diperlukan untuk membangun kepemilikan nilai-nilai pada setiap unit 
kerja. 

3. PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA 

1. Struktur Organisasi Kelompok Budaya Kerja terdiri dari : 

a. Penanggung Jawab; 

b. Pengarah; 

c. Fasilitator; 
d.Ketua; 

e. Sekretaris; dan 

f. Anggota. 

2. Wewenang Pengurus Kelompok Budaya Ke · 

a.PenanggungJawab: 

Penanggung Jawab 
keberhasilan pelaJ5s~~ 
penerap 

•~nuukung 
melalui 

b.P 

C. 

asilitator, ketua dan anggota 
berjalan sesuai dengan program yang 

r-'l'-"1-'~--""'u9""' pelaksanaan pengembangan budaya kerja. 

e · bing dan mengarahkan diskusi kelompok, mengikuti 
rkembangan dan melaporkan aktivitas Kelompok Budaya Kerja 

kepada pengarah dan penanggung jawab. 

d. Ketua Kelompok Budaya Kerja : 

Berperan serta dalam kelompok dan memimpin diskusi kelompok, 
memberikan motivikasi kepada anggota dan menciptakan hubungan 
yang baik dengan semua unsur terkait. 

e. Sekretaris Kelompok Budaya Kerja : 

Membantu Ketua Kelompok Budaya Kerja dalam penyelenggaraan 
administrasi pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja dan berperan serta 
aktif dalam diskusi kelompok, bekerjasama dengan seluruh anggota 
kelompok, serta melaksanakan kesepakatan sesuai rencana yang 
telah dibuat Bersama. 
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4. LANGKAH PENGEMBANGAN KELOMPOK BUDAY A KERJA. 

5. 

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengembangan kelompok 
budaya kerja, maka perlu memperhatikan Langkah;Langkah sebagai 
berikut: 

1. Perumusan nilai-nilai. 

Nilai-nilai baru adalah nilai-nilai yang dapat dipercaya akan 
membawa organisasi mencapai visi dan menuntaskan misinya 
nilai-nilai harus didasarkan pada praktik yang dikenal dan dapat 
dilaksanakan setiap pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, 
sumber nilai dapat diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam : 

a. Ajaran agama; 

b. Falsafah negara; dan 

c. Kebiasaan yang berkembang baik dalam masyarakat/ adat. 

2. Implementasi. 

Setelah nilai-nilai selesai diidentifikasikan, tahap selanjutnya 
adalah mendeklarasikan nilai-nilai dan membangun komitmen 
untuk menerapkan budaya kerja serta dilanjutkan dengan 
mensosialisasikan dan mengin temalisasikan, proses sosialisa · 
dan intemalisasikan harus dipahami sebagai kampanye/k · tan 
yang dirancang untuk mencapai 3 ha! : 

a. Melibatkan orang; 

b. Merangsang diskusi tambahan; dan 

3. Monitoring dan e 

~tlq:(si·-"iuntuk melihat Pada 
s gembangan Budaya 

pencapaian hasil dan 
Ll,e'gi~ai untuk membangun budaya 

q1.1~oo~rj.1ilClU1---§corecard dapat dikembangkan proses 
!;lV-l"-lJ.LaSI secara kreatif. 

KA KELOMPOK BUDAYA KERJA. 

rtib Kelompok Budaya Kerja. 

a. Setiap anggota wajib hadir dalam setiap pertemuan; 

b. Sesama anggota tidak boleh saling berprasangka; 

c. Sesama anggota diijinkan menangggapi pendapat anggota 
Iainnya; 

d. Setiap tanggapan haruis disertai saran dan perbaikan; 

e. Setiap anggota wajib menyelesaikan tugas yang dibebankannya; 

f. Setiap anggota harus berbicara dengan data dan/ atau fakta; 
dan 

g. Setiap anggota dalam mengemukakan pendapat disampaikan 
dengan sopan. 

2. Etika Kelompok Budaya Kerja. 

a. Wajib menghargai fungsi, wewenang dan tanggung jawab 
anggota; 
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b. Tidak membicarakan hal-hal seperti politik dan lain-lain yang 
tidak berhubungan dengan budaya kerja; dan 

c. Menerapkan sikap bekerja 5S/5R (berasal dari Bahasajepang). 

Bahasa 
Jepang 

SEIRI 
(pemilahan) 

SEITON 
(penataan) 

SEISO 
(pembersihan) 

SEIKETSU 
(pemantapan) 

SHITSUKE 
(disiplin) 

Bahasa Keterangan 
Indonesia 

RINGKAS Pemilahan barang yang berguna (disimpan) 
dan tidak berguna (dibuang), untuk 
efisiensi tempat. 

RAPI Penataan barang yang berguna untuk 
menjadi rapi dan teratur, sehingga mudah 
dicari dan cepat ditemukan. 

RESIK Pembersihan terhadap barang, alat dan 
tempat kerja agara lingkungan kerja 
menjadi sehat dan nyaman. 

RAWAT Mempertahankan lingglajl:igljlij 
sud ah teratur ~--_,.,ij~~"l-'I' 
sehari-h"T'i---""" 
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BAB III 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RISALAH KELOMPOK BUDA YA KERJA 

A. Kata Pengantar 
Kata Pengantar adalah lembar halaman kata sambutan dari 
penulis atas selesainya penulisan risalah berupa ucapan rasa 
syukur, ucapan rasa terima kasih, tujuan dan manfaat penulisan 
risalah, dengan harapan mendapatkan perhatian, kritik dan 
saran yang membangun dari pembacanya. 

B. Daftar Isi 
Daftar isi adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok 
isi dari risalah disertai dengan nomor halaman, ibarat peta yang 
menunjukkan letak-letak bagiannya. 

C. Daftar Tabel 
Daftar tabel adalah lembar halaman yang menunjukkan tabel-tabel 
yang terdapat dalam risalah disertai dengan nomor halamannya. 

D. Daftar Gambar 
Daftar gambar adalah lembar halaman yang menunjukkan gambar­
gambar yang terdapat dalam risalah disertai dengan n or 
halamannya. 

E. Pendahuluan terdiri dari: 
1. Gambaran Umum 

a. Instansi 
b. Unit Kerja 
c. Nama Kelompok Buda 
d. Visi Kelompok Bl.UlflVlil-1 
e. Misi KelomP,=!9lt::]akj•qlli,;y~I 
f. Motto 

J<><'-'1-'1' 
· apa yang akan dilakukan 

ata menurunkan a tau 
µn!J:Lana akan dilakukan perbaikan, berapa 

j,a•ttat1_.,,- ang akan diperbaiki (%) dan berapa waktu 
yc\gg~:!;l\lttu.hkan untuk menyelesaikan; 

2. Kelompok Budaya Kerja 
a. Struktur Organisasi Kelompok Budaya Kerja 

1. Penanggungjawab 
2. Pengarah 
3. Fasilitator 
4. Ketua 
5. Sekretaris 
6. Anggota 



c. 

d. 
e. 
f. 
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b. Profil Kelompok Budaya Kerja 

1. Nama Kelompok Budaya Kerja 

2. Tanggal Dibentuk 

3. Susunan Anggota 

4. Usia Anggota 

5. Pendidikan Anggota 

6. Jumlah Pertemuan 
7. Lama Pertemuan 

8. Tingkat Kehadiran 

9. Periode Kegiatan 

Risalah yang pernah diselesaika 

: Tanggal Dibentuknya Tim 
Kelompok Budaya Kerja. 

: Fasilitator, Ketua, Sekretaris, 
Anggota. 
Rata-Rata Usia Anggota Tim 
Kelompok Budaya Kerja. 

: Rata-Rata Pendidikan Anggota 
Tim Kelompok Budaya Kerja. 

: Jumlah Pertemuan Tim 
: Rata-Rata Lama Setiap 

Pertemuan Tim Kelompok 
Budaya Kerja. 

: Persentase Tingkat Kehadiran 
Anggota Tim Kelompok B a 
Kerja. 

Dalam 

Tuliskan risalah yang pen,~"'ld~les.iti:i<:!i• 
tahun kegiatannya. 
Struktur Orga.!}.U· ~~11-"'.[lji 
Alur Pro 
Ala 

Kerja 

e an tema, sebaiknya bisa 
ertimbangan QCDSMP (quality, 

rally, productivity) 

g. c Kerja dan Realisasi Kegiatan 
-=---,ukkan tahapan langkah dan kategori PDCA (plan, do, 
eek, action); 

Menunjukkan tahun, bulan, minggu dimana kegiatan dilakukan; 
3. Menunjukkan jumlah pertemuan antara rencana dan realisasi. 



B. 

1. 
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P JUDl JuU Apatu. ptem Olltobc:r 

D 1, 2 3 • l 2, 3 4, 2 4 l 2 3 4 12 3 4 Ren Real. 

'.l 

l Temn d. 1 Judul 

Men,tanah■ 

2 Pf'll}t>l).'lh 2 2 

Menguji d,ui p 

J M n ntukan :J l 

PC'llyC'bab 

IXllUIOl\n 

\f rE'tlC'An n 

4 ''"" D 10 q 

Melaksanakan 

Pf>rhniknn 

\1P1l4'hti H~~,I 

5 Pt-rb 1knn C 

6 Mf'mhunt 

Standar Baru 

le1}8umpulka11 A 

7 OM, 8.'l.111 dan 

M 1x-ntukan 

Rl:"tlllllla 

lknlC\ltnvn 

masalah terdiri 

....,. ~85 .... n; 
ua..i...::a.n Standar Operasional Prosedur; 
tkan tema perbaikan sebelumnya; 

aluasi indikator kinerja utama (key performance indicator) yang 
menjadi standar pengukuran keberhasilan dalam pencapaian 
visi dan misi Kelompok Budaya Kerja Perangkat Daerah. 

b. Stratifikasi dan Analisa Masalah; 
c . Menentukan Terna berdasarkan Masalah Utama yang 

paling berpengaruh; 
Yang perlu diperhatikan dalam menentukan tema, adalah: 
1. Mencari Masalah Utama yang paling berpengaruh; 
2. Sesuai dengan rekomendasi pihak manajemen; 
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3 . Sesuai dengan bidang pekerjaan dan mengacu pada 
kepentingan organisasi; 

4 . Harus SMART dan bisa diterjemahkan dengan QCDSMP. 
d . Stratifikasi dan Analisa Penyebab; 
e . Menentukan Judul berdasarkan Penyebab Dominan yang 

paling berpengaruh; 
Judul merupakan target perbaikan terhadap Penyebab Dominan 
dan merupakan target awal (initial goal) yang ditentukan dari pihak 
manaJemen. 
Yang perlu diperhatikan dalam menentukan judul, adalah: 
1. Diketahui Penyebab Dominan yang paling berpengaruh; 
2. Diketahui apa yang menjadi tujuan dan apa yang 

akan dikerjakan; 
3 . Penetapan angka persentase pencapaian yang diinginkan 

bersifat realistis dan optimis; 
4. Jelaskan periode waktu dalam mencapai target perbaikan 

yang diinginkan ; 
Dasar penentuan judul sebagai target awal (initial goal), adalah: 
1. Mencari data pencapaian tertinggi dari penyebab masalah y 

sama dari bagian sendiri maupun dari bagian lain; 
2 . Memperkirakan kemungkinan yang bisa dan 

memperhitungkan dalam prosentase; 
3. Mendasari pada hukum alam ba 

masalah akan berkurang de'..Y't,~.or 
sebesar 50% meskipun tan 

f . Komentar dan Pengesah 
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2 . Langkah 2 : Menganalisa Penyebab Masalah 
a. Inventarisasi Penyebab Masalah melibatkan seluruh 

Anggota Kelompok Budaya Kerja dengan brainstorming 
(sumbang saran) ; 

b . b. Klasifikasi Penyebab Masalah dengan Diagram Fish Bone 
4M 11 (manusia, mesin, metode, material, lingkungan) untuk 
mencari Akar Penyebab Masalah. 

c. Stratifikasi Penyebab Masalah Prioritas (yang diduga 
dominan) dengan Metode NGT (nominal gruop technic) ; 

d. Komentar dan Pengesahan Pimpinan. 

I.ANGKAH 2 · MtNGA~AU~ Pt Y[BAB 

I --'~ ------- - ------:,----:,1i 

I• • • , 

. ...._. .t, .... - "''";""•,,~1 

~-!1ll r!!-C .":"'Si 
"° -. • • I 
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3. Langkah 3: Menguji dan Menentukan Penyebab Dominan 
a. Menguji Penyebab Dominan dengan Diagram Scatter; 
b. Menentukan Penyebab Dominan digambarkan dengan Diagram 

Pie; 

Komentar dan Pengesahan Pimpinan. 

LANGKAH 3 • MENGU JI DAN MENENTUKAN PENYEBAB DOMINAN 

4 . Langkah 4 : Membuat Ren 
a. Membuat Renea 
b. Menetapka 

tingka .-KP..~111nn 

d . 
e. 

, 
an Pim pi nan. 

2H 

ruq.1Ac~ berdasarkan 
dak boleh kurang 

(who, why, what, 
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LANGKAH 4 : MEMBUA T RENCANA DAN MELAKSANAKAN 

PERBAIKAN 

• ••-•- ITIA Al 
Tt( • 

- ------~-....... 
♦---------, 

, A I • ---==---·• -----
··--·· A 

5 . Langkah 5 : Meneliti Hasil Perbaikan 
a. Evaluasi Faktor Penyebab Dominan; 
b. Evaluasi Terhadap Terna dan Judul; 
c. Evaluasi Terhadap Target (Initial Goal dan Inte 
d. Analisa Dampak Perbaikan (- +); 
e. Komentar dan Pengesahan Pimpina . 
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6. Langkah 6: Menetapkan Standar Baru 
a. Standar Baru: 

- Penjelasan Standar Baru ; dan 
- Flow Chart Standar Baru . 

b . Standar Hasil ; 
c . Manfaat Standar Baru; 
d . Strategi Implementasi Standar Baru; 
e . Komentar dan Pengesahan Pimpinan 

7 . Langkah 7 : 
berikutnya 

a . Analisa Data 
b. Stratifikasi ~, .... u.. 

l.ANGKAff 6 : MEMBUAT STANDAR BARU 
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C. 7 (tujuh) Alat Pemecahan Masalah 

1. Stratifikasi 
Stratifikasi adalah usaha untuk memilah dengan Metode NGT 
dan mengklasifikasikan masalah menjadi kelompok sejenis sesuai 
4M 11, sehingga menjadi bahan informasi yang memberikan 
kemudahan dalam memilih prioritas masalah dan penelusuran 
akar penyebab masalah dengan diagram fishbone. 

SIA--=METODE.=.=MATERIAL-=MESIN===-==LlllGKUIIGAB:..:: 
• 
Jwnlah SDM 

kurang 

Persyaratan Sarana Perangkat TIK Anggapan 

masih belum t npa ijin 

l<endahnya 

penguasaan 

TIK 

Tidak adanya 

pelayanan 

terlalu 

banyak 

Sosialisasi 

proses 

pelayanan 

masih kurang 

SOP 

penghargaan pelayanan 

terhadap SDM 

gedung 

belum 

memadai 

online tetap bisa 

beroperasi 

Dukm1gan Peralatan Belum ada 

druia belum sering rusak tindakan tega 

maksimal bagi 

Biaya 

berprestasi hukum bagi 

Kesiap 

kuran 

masih lambat 

2. Check Sheet (Lembar Periksa) 

Belum ada 

Janngan 

komputer 

lembaga yang 

tidak berijin 

Check Sheet merupakan lembaran yang digunakan untuk 
mencatat dan menginventarisir data kegiatan atau kejadian 
dengan format tertentu yang sudah disiapkan terlebih dahulu . 
Pengisi data tinggal memberikan tanda pada kolom yang sudah 
disediakan, sehingga memudahkan pengumpulan data, 
pemeriksaan dan pembuatan analisa terhadap permasalahan. 
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3 . Diagram Pareto 

Diagram Pareto digunakan untuk menampilkan 
tujuan untuk mengetahui suatu penyebab ya 
pengaruh yang paling besar terhadap akiba 
bisa segera dilakukan langkah 
prioritas, yaitu penyebab yang 
terhadap akibat. 

tt II 
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4. Diagram Fish Bone 

Diagram Fish Bone menggambarkan hubungan sebab 
akibat, digunakan untuk menjab- arkan berbagai macam 
penyebab, mulai dari penyebab yang paling dekat sampai yang 
paling jauh dengan akibat (fokus masalah) dengan 
mempertimbangkan faktor 4M 11 (manusia, metode, material, 
mesin, dan lingkungan). Untuk menguraikan berbagai macam 
penyebab secara mendalam, sebaiknya menggunakan sumbang 
saran (brainstorming) dari semua anggota, selain itu dengan metode 
bertanya "mengapa" yang berulang• ulang akan mengetahui akar 
penyebab yang paling berpengaruh terhadap akibat, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Pertanyaan "mengapa" m1 

dihentikan jika pertanyaan "mengapa" tersebut sudah tidak di­
perlukan lagi, karena sudah terbayang suatu tindakan 
penanggulangan dari penyebab tersebut. 

J,-i : faktor-faktllr peny babnya bukan ulu inya . 
..... ~~._,.,...,_ ---====---. --r ' a 

:n''"gitr. gunil< 
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5 . Control Chart (Peta Kendali) 

Control Chart adalah grafik gans dengan pencantuman batas 
maksimum dan rmmmum yang merupakan batas daerah 
pengendalian, digunakan untuk mengukur apakah proses dalam 
keadaan terkendali atau tidak. Proses dinyatakan dalam keadaan 
terkendali , apa- bila unit yang diukur berada dalam batas-batas 
kendali. 

0 -u 

" .. .. 
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6 . Histogram (Diagram Ba tang) 

7 . 

Histogram merupakan diagram batang yang menggambarkan penyebaran 
data yang ada, sehingga data yang terkumpul dengan mudah diketahui 
sebaran distribusinya. 

lttshHJIM11 

Diagram Scatter (Diagram Tebar) 
Diagram Scatter adalah diagram yang 
mengetahui apakah ada korelasi (hubung 
antar variabel penyebab maupun 
akibat (masalah) yang sedang diha 

_:_:. ~-:: .... . · . . ..... . . . . .,., ... . . .. .. . . : . . . . 
PI . •• 

kan untuk 
variabel , baik 

.r--.J...l~uyebab dengan 



BABIV 
PENUTUP 

Pengembangan budaya kerja dengan penanaman nilai-nilai baru yang lebih 
mendorong tercapainya tujuan reformasi birokrasi pada masing-masing 
Organisasi Perangkat Daerah adalah suatu hal yang tidak dapat ditunda. Hal ini 
menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi 
pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, 
berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, 
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik 
aparatur negara. Melalui pedoman ini diharapkan pelaksanaan program 
pengembangan budaya kerja dapat berjalan secara sinergis dengan program­
program yang terkait dengan reformasi birokrasi. 

e~911J.i¾~~a Madya 
i....~~f~~n-~m~~"'" 199202 1 001 


